
 

KEPUTUSAN 
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR : 042/025/KEP-SEKWAN/2026 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA  

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 
 

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

Menimbang : a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik Kelembagaan Pengelolaan 
Informasi dan dokumentasi terdiri atas Atasan PPID, 

PPID Utama, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, 
Petugas Pelayanan Informasi Publik; 

  b.  bahwa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera 
Barat PPID-Pelaksana dibentuk untuk membantu 

PPID dalam pelayanan Informasi Publik dan 
Dokumentasi pada setiap OPD; 

  c.  bahwa  dalam mewujudkan penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel di 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Sekretariat 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera 
Barat Tahun 2026; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 
 

Memperhatikan : 1.  
 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

  2.  
 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan 

  3.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

  4.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 



  5.  
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); 

  6.  
 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

  7.  
 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 

160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6806); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang­Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5149); 

  9.  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

  10.  
 

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 649); 

  11.  
 

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); 

  12.  
 

Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

  13.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan 

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam  

Negeri  dan  Pemerintahan Daerah; 

  14.  
 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik; 



  15.  
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat; 

  16.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 

Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

  17.  Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 9 

Tahun 2025, tanggal 29 Desember 2025 tentang APBD 

Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026; 

  18.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 

2017 tentang Pedoman Pengelolaan lnformasi dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Barat; 

  19.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 

2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Provinsi Sumatera Barat; 

  20.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 33 Tahun 

2022 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi. 

  21.  Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah 

  22.  Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 

821/6561/BKD-2021 tanggal 23 Desember 2021 

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 

 
 

M E M U T U S K A N 

Menetapkan  :   

KESATU : Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 

2026, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I Keputusan ini; 

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelolaan 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;  

KETIGA : Uraian Tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III Keputusan ini; 

 

 

 

 



 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
    

 
 

  Ditetapkan di  : Padang 
  Pada tanggal   : 5 Januari 2026 

--------------------------------------- 
SEKRETARIS DPRD  

PROVINSI SUMATERA BARAT, 

 
 
 
 

Drs. MAIFRIZON, M.Si. 
Pembina Utama Madya/IV.d 

Nip. 19680513 199512 1 005 
 

 
 

 
 
Tembusan disampaikan kepada Yth. : 
1. Pimpinan DPRD Prov. Sumbar 

2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan 

3. Arsip. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



LAMPIRAN I : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat  
  Nomor : 042/025/KEP-SEKWAN/2026 

  Tanggal : 5 Januari 2026 
 

  
STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA 
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  Ditetapkan di  : P A D A N G 
  Pada tanggal   : 5 Januari 2026 

--------------------------------------- 
SEKRETARIS DPRD  

PROVINSI SUMATERA BARAT, 
 
 
 

 

Drs. MAIFRIZON, M.Si. 
Pembina Utama Madya/IV.d 

Nip. 19680513 199512 1 005 

 

Koordinator Bidang  

Pelayanan Informasi 

1. Udlil Iman Zul, ST 

2. Yasmin, SE, MM 

3. Nasrizal Rivai, SE,M.Si 

Koordinator Bidang 

Pengumpulan dan 

Pengelolaan Informasi 

1. Habibur Rahman Al 

Ambari, S.STP, M.Si 

2. Rio Eka Putra, SE 

 

 

 

Koordinator Bidang 

Dokumentasi dan Arsip 

1. Dwi Astuti, S.Si, M.Si 

 

2. Indra Wahyudi, S.IP,MH 

Koordinator Bidang 

Pengaduan dan 

Penyelesaian Pengaduan 

1. Ismelda Jenreini, 

S.STP, MM 

2. Yosmar Rezkiarsih, SH 

 

TIM PERTIMBANGAN 

SEKRETARIS DPRD  

PPID PELAKSANA  
 

KETUA 

DAHRUL IDRIS, S.STP, M.Si 

FUNGSIONAL 
1. Deny Suryani, S.IP 

    (Pustakawan Ahli Muda) 

2. Hadiatul Rahayu, A.Md 

(Arsiparis) 

3. Februl Hamdika, A.Md 

(Arsiparis) 

 

 

PPID UTAMA 

DISKOMINFOTIK  

SEKRETARIS 

DESSY, SE, MM 

ATASAN PPID  

PELAKSANA 

 
SEKRETARIS DAERAH 



LAMPIRAN II : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat  
  Nomor : 042/025/KEP-SEKWAN/2026 

  Tanggal : 5 Januari 2026 
 

 

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA SEKRETARIAT DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 
 

 

Atasan PPID Pelaksana    : Sekretaris Daerah 

PPID Utama      : Diskominfotik 

Dewan Pertimbangan Pelayanan Informasi : Sekretaris DPRD 

Ketua PPID Pelaksana    : Dahrul Idris, S.STP, M.Si 

Sekretaris PPID Pelaksana   : Dessy, SE, MM 

Anggota      : 

1. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi :  
1. Udlil Iman Zul, ST 
2. Yasmin, SE, MM 

3. Nasrizal Rivai, SE, M.Si 
 

2. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi : 
1. Habibur Rahman Al Ambari, 

S.STP, M.Si 
2. Rio Eka Putra, SE 

 

3. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip : 
1. Dwi Astuti, S.Si, M.Si 

2. Indra Wahyudi, S.IP, MH. 
 

4. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan : 
1. Ismelda Jenreini, S.STP, MM 
2. Yosmar Rezkiarsih, SH 

 
5. Fungsional      : 1.  Deny Suryani, S.IP  

(Pustakawan Ahli Muda) 
2. Hadiatul Rahayu, A.Md  

(Arsiparis) 
3. Februl Hamdika, A.Md 

(Arsiparis) 

 
 

  Ditetapkan di  : P A D A N G 
  Pada tanggal   : 5 Januari 2026 

--------------------------------------- 
SEKRETARIS DPRD  

PROVINSI SUMATERA BARAT, 
 
 
 
 

Drs. MAIFRIZON, M.Si. 

Pembina Utama Madya/IV.d 
Nip. 19680513 199512 1 005 



LAMPIRAN III : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Barat  
  Nomor : 042/025/KEP-SEKWAN/2026 

  Tanggal : 5 Januari 2026 
  

 
URAIAN TUGAS  

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI 
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2026 
 

 
1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas untuk : 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan informasi publik di lingkup 
perangkat daerah yang dipimpinnya. 

b. Mengawasi kinerja PPID Pelaksana dalam menjalankan pelayanan 

informasi. 
c. Menjamin ketersediaan, keterkinian, dan keakuratan informasi publik 

di unit kerjanya. 
d. Menetapkan daftar informasi publik (DIP) perangkat daerah yang 

dikelola oleh PPID Pelaksana. 
e. Memutuskan keberatan yang diajukan pemohon informasi publik 

terhadap layanan informasi di unit kerjanya. 

f. Memberikan arahan/kebijakan kepada PPID Pelaksana dalam rangka 
peningkatan kualitas layanan informasi publik. 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan layanan informasi publik di perangkat 
daerah kepada PPID Utama secara berkala. 

 
2. PPID Pelaksana, bertugas sbb : 

a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan 

kewenangannya; 
b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama 

dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 
c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsinya; 
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan 

dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas 
dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 

e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data menjadi 
bahan informasi publik; dan 

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan 
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan 

sesuai dengan Kebutuhan. 

Selain tugas sebagaimana dimaksud di atas PPID Pelaksana khususnya 
sekretariat DPRD bertugas untuk : 

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan 
dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; 
dan 

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk 

menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh 
publik. 

 

 



3. Tim Pertimbangan : 
a. Pengklasifikasian informasi, terutama dalam proses penyusunan Daftar 

Informasi yang Dikecualikan (DIK). Tim ini dilibatkan untuk melakukan 
kajian dan klasifikasi informasi yang tidak bisa langsung dipublikasi 

b. Uji konsekuensi (Uji Konsekuensi Informasi Publik), salah satu SOP 
yang melibatkan Tim Pertimbangan adalah uji konsekuensi terhadap 
informasi publik yang dikecualikan. Dalam prosedur ini, PPID Utama 
bersama Tim Pertimbangan menilai apakah suatu informasi layak 

dipublikasikan atau tetap dikecualikan serta berdasarkan pengkajian 
tertentu 

c. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di 
Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Barat; 
d. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan 

informasi publik; 
 

4. Ketua PPID Pelaksana, bertugas sbb : 

a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari : 
1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 
2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 

3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 
4) Informasi yang dikecualikan. 

b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang 

diajukan oleh pemohon informasi publik; 
c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungannya; 

d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan 
informasi yang ada di lingkungannya; 

e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di 
lingkungannya; 

f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di 
lingkungannya; 

g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya 
untuk diaskes oleh masyarakat; 

h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan  untuk 
disampaikan kepada PPID Utama; dan 

i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di 
lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala. 

 

5. Sekretaris PPID, bertugas sbb : 
a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana 

dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi. 

b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur 
operasional layanan informasi publik. 

c. Mengkoordinasikan administrasi pelaksanaan layanan informasi publik. 

d. Menyiapkan bahan rapat koordinasi PPID, termasuk dengan PPID 
Pelaksana dan Tim Pertimbangan. 

e. Mengelola tata naskah dan dokumentasi administrasi PPID. 

f. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan layanan informasi 

publik secara berkala. 

g. Membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan informasi 

publik di lingkungan Sekretariat DPRD Prov. Sumbar. 

h. Menyusun draft Daftar Informasi Publik (DIP) untuk diajukan ke PPID 

Utama. 

 



i. Mengarsipkan dokumen permintaan informasi dan hasil uji 

konsekuensi. 

j. Menyiapkan notulen rapat PPID. 

k. Membuat laporan tahunan layanan informasi publik. 

l. Mengkoordinasikan PPID Pelaksana agar konsisten menyampaikan 

data/informasi. 

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPID Utama terkait 

pelayanan informasi. 

 

6. Koordinator Bidang Pelayanan Informasi, bertugas sbb : 

a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi 

publik; 

b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;  
c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi 

publik; 
d. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan; 
e. Menyediakan, memberi, dan/atau menerbitkan informasi publik yang 

dapat diakses; 
f. Menyampaikan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana 

melalui media yang tersedia; 
g. Mengelola sistem pelayanan informasi baik langsung (tatap muka) 

maupun tidak langsung (website, email, surat, dll.); 
h. Menyiapkan daftar informasi publik (DIP) yang bisa diakses oleh 

masyarakat; 
i. Memberikan penjelasan apabila informasi tidak dapat diberikan 

(misalnya masuk kategori informasi yang dikecualikan); 
j. Membantu Sekretaris PPID dalam penyusunan laporan layanan 

informasi publik. 
 

7. Koordinator Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi, bertugas sbb : 
a. Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP) bersama 

Sekretaris PPID; 

b. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi; 
c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi 

publik atas seluruh informasi publik yang dikelola; 

d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi 
publik; 

e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi; 
dan 

f. Menutakhirkan secara berkala daftar informasi publik. 
g. Mengumpulkan informasi dan data dari seluruh unit kerja/PPID 

Pelaksana. 

h. Mengelola, mengolah, dan memverifikasi data/informasi yang diperoleh 
sebelum dipublikasikan. 

i. Menjamin akurasi, kelengkapan, dan kemutakhiran informasi publik 
yang akan disajikan. 

j. Mengklasifikasikan informasi (informasi berkala, serta merta, setiap 
saat, dan dikecualikan) 

k. Menyampaikan informasi hasil pengolahan kepada Bidang Pelayanan 
Informasi untuk dipublikasikan kepada masyarakat. 

l. Menyusun laporan bidang secara berkala terkait ketersediaan dan 
pengelolaan informasi publik. 
 



8. Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas sbb : 
a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik; 
b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat; dan 

c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip 
pelayanan informasi publik. 

 
9. Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Pengaduan, bertugas sbb : 

a. Menerima dan memproses pengaduan dari masyarakat terkait layanan 

informasi publik; 
b. Melakukan verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan yang masuk; 

c. Mengkoordinasikan penyelesaian pengaduan dengan unit terkait (PPID 
Pelaksana, bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi, dll.); 

d. Menyusun rekomendasi penyelesaian pengaduan untuk disampaikan 

kepada PPID Utama atau Atasan PPID; 
e. Melakukan mediasi internal antara pemohon informasi dengan PPID 

bila terjadi keberatan; 
f. Menyusun laporan berkala mengenai jumlah, jenis, dan status 

penyelesaian pengaduan; 
g. Memberikan masukan perbaikan layanan informasi publik berdasarkan 

hasil analisis pengaduan; 

h. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya 
keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; 

i. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi 
publik; 
 

10. Fungsional, bertugas sbb : 

a. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam hal penghimpunan, 
penataan, penyampaian dan pengelolaan informasi publik. 

b. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi  
c. Membantu Anggota PPID Pelaksana dalam menyimpan, 

mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi 
publik; 

d. Mengelola dan mengoperasikan website dan dokumentasi baik secara off 
line maupun on line; 

e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi baik secara off 

line maupun on line; 
f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh 

masyarakat; 
g. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi baik secara off line 

maupun on line 
 
 

 
  Ditetapkan di  : P A D A N G 

  Pada tanggal   : 5 Januari 2026 
--------------------------------------- 

SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT, 

 
 
 

 

Drs. MAIFRIZON, M.Si. 
Pembina Utama Madya/IV.d 
Nip. 19680513 199512 1 005 

 


